





A. Latar Belakang 
Pembangunan ekonomi merupakan proses naiknya pendapatan riil 
perkapita dalam jangka panjang di suatu negara yang didalamnya terdapat 
keterkaitan antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk 
bisa dianalisis secara nasional maupun regional (Arsyad, 2010). Pembangunan 
ekonomi mencakup perubahan dalam berbagai hal, misalnya pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan untuk mengatasi ketimpangan serta pengurangan 
kemiskinan. Sebagai upaya dalam perwujudan tujuan yang telah ditetapkan, 
pembangunan dalam suatu negara dapat diarahkan ke tiga hal utama, yakni: 
menaikkan ketersedian serta distribusi kebutuhan utama yang merata, menaikkan 
kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang baik ekonomi maupun sosial 
dalam kesehariannya, serta meningkatkan standar hidup masyarakat (Todaro, 
2004). Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat inilah diperlukan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam 
keberhasilan pembangunan yang umum karena dapat diukur secara kuantitatif 
juga dapat mendorong aspek pembangunan lainnya.  
Disparitas (ketimpangan) merupakan aspek umum yang pastinya terjadi 
di suatu negara, baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju 
sekalipun. Setiap negara memiliki masalah ketimpangan pembangunan dengan 
ukuran yang berbeda-beda karena setiap daerah memiliki perbedaan baik dari 





maju serta pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi akan menyebabkan 
perubahan pada struktur perekonomian di Indonesia. Pulau Jawa adalah daerah 
yang ikut serta mengalami perubahan struktur perekonomian itu sendiri. 
Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan, angka 
kemiskinan di Pulau Jawa masih tergolong tinggi. Berikut merupakan data jumlah 
penduduk miskin di Pulau Jawa: 
Tabel 1-1 
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 
2016- 2018 (juta jiwa) 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 
Tabel 1-1 menunjukan bahwa Provinsi Jawa Timur masuk dalam 3 
kategori provinsi dengan persentase penduduk miskin setelah Jawa Tengah dan DI 
Yogyakarta, yakni pada tahun 2016 mencapai 11,85%. Hal ini menunjukan bahwa 
adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi yang terjadi pada setiap wilayah 
Provinsi Jawa Timur sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi. 
Banendro (2016) menyatakan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi 
hasil pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu adanya perbedaan potensi daerah, 
keterlibatan stakeholder (masyarakat, pengusaha domestik, dan investor), 
perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan sisi kemampuan pemerintah daerah 
dalam mengelola ekonomi daerah. Pengolahan potensi sumber daya alam yang 
terdapat di wilayah Provinsi Jawa Timur dikembangkan sesuai dengan 
Provinsi 
2016 2017 2018 
Jiwa % Jiwa % Jiwa % 
DKI Jakarta 385,84 3,75 393,13 3,78 372,26 3,55 
Jawa Barat 4168,11 8,77 3774,41 7,83 3539,40 7,25 
Jawa Tengah 4493,75 13,19 4197,49 12,23 3867,42 11,19 
DIY 488,83 13,1 466,33 12,36 450,25 11,81 
Jawa Timur 4638,53 11,85 4405,27 11,2 4292,15 10,85 





kemampuan guna meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang 
berkelanjutan dan merata yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang 
baik dan meningkat. 
Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh negatif terhadap 
ketimpangan pembangunan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam 
suatu wilayah mempengaruhi pada berbagai kegiatan ekonomi yang nantinya 
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga ketimpangan 
akan menurun (Harun dan Maski, 2012). Adapun tujuan utama dari usaha 
pembangunan ekonomi di setiap daerah selain untuk menciptakan pertumbuhan 
yang setinggi-tinginya, harus pula mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan 
pendapatan dan tingkat pengangguran. Maka dari itu, untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dalam pembangunan ekonomi 
diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pengelolaan potensi serta 
sumber daya secara efektif dan efisien pada masing-masing wilayah di Provinsi 
Jawa Timur.  
Grafik 1-1 
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Indonesia 
Tahun 2014 – 2018 
 
Sumber: BPS, 2020 






2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata






Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2014-2018 terlihat berfluktuasi pada Grafik 1-1. Pertumbuhan ekonomi 
mengalami penurunan dikarenakan pelemahan nilai rupiah, serta masih 
bergantungnya beberapa sektor industri terhadap bahan baku impor. Penurunan 
pertumbuhan ekonomi tersebut jelas akan berdampak pada proses pembangunan 
yang dapat menimbulkan kesenjangan (gap) perekonomian di setiap wilayah. 
Namun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur juga menunjukan angka yang 
selalu berada diatas capaian nasional, dengan pertumbuhan rata-rata selama 2014 - 
2018 sebesar 5,57%, sementara capaian nasional hanya sebesar 5,03%. Untuk 
membuat pembangunan ekonomi lebih merata serta seimbang antar 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur 
membuat kebijakan untuk mengelompokkan suatu wilayah (aglomerasi) 
berdasarkan fungsi wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, No. 02 tahun 2006, Pasal 9 huruf c 
(Perda Provinsi Jawa Timur tahun 2006). Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
tersebut, terdapat 9 kelompok satuan wilayah yang dijadikan Satuan Wilayah 
Pengembangan (SWP).  
Konsentrasi kegiatan ekonomi yang diterapkan di wilayah Jawa Timur 
adalah aglomerasi industri. Tingkat aglomerasi yang cukup tinggi akan turut 
membantu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah cenderung tumbuh lebih cepat, 
penyediaan lapangan kerja akan ikut serta meningkat, sehingga jumlah tenaga 
kerja yang diminta mengalami peningkatan sesuai dengan permintaan dari hasil 





tentunya tidak lepas dari distribusi alokasi dana terhadap daerah. Menurut Fitrani, 
et al (2005) ada empat faktor yang mendorong pembangunan, salah satunya 
adalah fiscal spoil, yaitu dengan memperoleh tambahan sumber daya fiskal yang 
dapat berupa transfer umum, dana bagi hasil dari berbagai sumber daya alam serta 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menyatakan bahwa Dana Perimbangan bersumber dari APBN yang dialokasikan 
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana 
ini terdiri atas bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DAK inilah yang menjadi dana untuk 
melakukan pembangunan ekonomi daerah.  
Berdasarkan latar belakang diatas, ketimpangan pembangunan ekonomi 
merupakan variabel yang sangat penting dalam upaya pembangunan ekonomi 
suatu wilayah. Maka penelitian ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PEMBANGUNAN 
EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR” untuk menghitung seberapa besar 
tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur serta menganalisa 
mengenai adanya potensi pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, aglomerasi 
industri, tenaga kerja dan dana alokasi pembangunan terhadap besarnya tingkat 








B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018?  
2. Bagaimana pengaruh aglomerasi industri terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018?  
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan 
ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018?  
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi pembangunan terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. 
2. Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi industri terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. 
3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2018. 
4. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi pembangunan terhadap 






D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan 
manfaat sebagai berikut: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan membuktikan 
secara empiris hubungan antara ketimpangan pembangunan ekonomi dengan 
pertumbuhan ekonomi, aglomerasi industri, tenaga kerja dan dana alokasi 
pembangunan di Provinsi Jawa Timur. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, tambahan pengetahuan 
dan menjadi acuan bagi penelitian yang lebih lanjut mengenai ketimpangan 
pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada 
Pemerintah Pusat Provinsi Jawa Timur tentang variabel yang berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa 
Timur serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan. 
E. Metode Penelitian 
E.1. Alat dan Model Penelitian 
Berdasarkan penelitian Harun dan Maski (2012) diketahui bahwa 
pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan 
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Variabel aglomerasi industri & tenaga kerja 
menurut penelitian Andhiani, et al (2018) juga dibuktikan memiliki pengaruh 
pada ketimpangan pembangunan di Wilayah Sumatera. Sedangkan dalam 





salah satu pemicu ketimpangan pembangunan di Wilayah Jawa Tengah. Sehingga 
berdasarkan 3 penelitian tersebut, model penelitian yang digunakan dalam skripsi 
ini dibentuk sebagai berikut:  
                                         
di mana: 
Iw   = Indeks Williamson 
β0   = Konstanta 
β1–β4  = Koefisien regresi 
PE   = Pertumbuhan Ekonomi 
AG  = Aglomerasi Industri 
TK  = Tenaga Kerja 
DAP     = Dana Alokasi Pembangunan 
ɛ   = Error term 
i  = observasi ke i 
t  = tahun ke t 
E.2 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, terdiri dari data 
jumlah penduduk, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (rupiah), jumlah 
tenaga kerja (jiwa), jumlah tenaga kerja sektor industri (jiwa), tingkat 
pertumbuhan ekonomi (%), serta dana alokasi pembangunan (miliar rupiah) yang 
berasal dari dana alokasi umum (miliar rupiah) dan dana alokasi khusus (miliar 
rupiah). Keseluruhan data berupa data panel satuan wilayah pengembangan 







F. Sistematika Pembahasan 
BAB I PENDAHULUAN 
Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 
menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup 
dengan sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori dan bahasan hasil-hasil 
penelitian sebelumnya yang relevan dalam penulisan tulisan ini. Bab ini juga 
mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-
langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari 
pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menguraikan keadaan obyek penelitian, kondisi 
penduduk, kondisi ekonomi dan dilanjutkan dengan analisis ketimpangan 
pembangunan wilayah dan faktor yang mempengaruhi serta analisis data. 
BAB V PENUTUP   
Penutup menguraikan kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas dasar 
penelitian.  
  
 
